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BAB IV 

PENUTUP 

 

 

A. Simpulan 

 

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis yang telah dilakukan, bagian 

ini menyajikan simpulan yang merangkum jawaban atas rumusan masalah 

penelitian serta temuan penting dalam konteks penyelesaian sengketa medis di 

Kota Pekanbaru. 

1. Prosedur penyelesaian sengketa medis terhadap dokter gigi di Kota 

Pekanbaru pada umumnya dilaksanakan melalui jalur non-litigasi dengan 

mekanisme mediasi yang difasilitasi oleh organisasi profesi (PDGI). Seluruh 

studi kasus yang dianalisis (seperti pada kasus Ny. D dan Ny. N) tidak 

berlanjut ke pengadilan, melainkan diselesaikan secara damai melalui 

mediasi internal. Mekanisme ini terbukti efektif karena mengedepankan 

prinsip keadilan restoratif, antara lain melalui pemberian ganti rugi dan 

penanggunggan biaya perawatan lanjutan, sehingga mampu melindungi 

dokter gigi dari proses peradilan formal sekaligus memenuhi hak pasien. 

2. Perlindungan hukum terhadap dokter gigi yang dituntut karena risiko medik 

di Kota Pekanbaru diwujudkan melalui kerja sama antara PDGI, IDI, dan 

Polda Riau sebagaimana diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama. 

Perlindungan ini memberikan kepastian bahwa setiap dugaan pelanggaran 

medis terlebih dahulu dinilai secara profesional oleh organisasi profesi 

sebelum masuk ranah litigasi, sehingga dokter gigi tetap memperoleh jaminan 

kepastian hukum, perlindungan profesi, serta kesempatan untuk 

menyelesaikan sengketa secara adil dan proporsional. 
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B. Saran 

 

Berdasarkan simpulan tersebut, beberapa saran disusun sebagai arahan 

praktis dan strategis untuk memperkuat efektivitas perlindungan hukum bagi 

dokter gigi, sekaligus mengurangi potensi risiko sengketa medis dalam praktik 

pelayanan kesehatan gigi, antara lain: 

1. Agar organisasi profesi (PDGI Cabang Pekanbaru) meningkatkan fungsi 

pendampingan, advokasi, dan bantuan hukum bagi anggota yang menghadapi 

tuduhan malapraktik, serta mengintensifkan pelatihan terkait penerapan 

standar profesi, etika kedokteran gigi, dan manajemen risiko dalam praktik 

kedokteran gigi. 

2. Agar PDGI Cabang Pekanbaru menyediakan lebih banyak mediator dan 

membuka rumah mediasi yang berguna menyelesaikan sengketa medis yang 

terjadi di wilayah Kota Pekanbaru. 

3. Agar dokter gigi menjalankan praktik sesuai SOP, memastikan adanya 

informed consent sebelum melakukan tindakan medis, serta mengikuti 

program asuransi profesi untuk memiliki perlindungan finansial ketika 

menghadapi gugatan hukum; 

4. Agar Polda Riau mensosialisasikan Nota Kesepahaman Bersama kepada 

aparat penegak hukum, khususnya penyidik di tingkat Polres dan Polsek, 

sehingga memahami mekanisme penyelesaian sengketa medis non-litigasi 

sebelum menempuh langkah pidana; serta agar Dinas Kesehatan 

Provinsi/Kota dilibatkan dalam sosialisasi di fasilitas kesehatan (rumah sakit, 

klinik, dan puskesmas), sehingga Nota Kesepahaman Bersama lebih 

terintegrasi dengan sistem pelayanan kesehatan daerah. 
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